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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penolakan
perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah dan menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi Badan Hukum, kajian ini berkaitan pada
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor
79/G/2018 dan Nomor 18/B/2019. penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang
berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Metode
ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan,
dan putusan pengadilan guna menjawab isu-isu hukum secara
teoritis dan sistematis dengan menelaah relevansi antara Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan
perpanjangan HGB oleh Walikota Surabaya tidak memenuhi syarat
formil maupun materiil sebagaimana teori Van Der Pot, serta
melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik. Perbedaan
penafsiran antara pengadilan tingkat pertama dan banding terjadi
karena pergeseran paradigma dari pendekatan formil menuju
substansial. Putusan banding PT.TUN Surabaya dinilai lebih kuat
secara hukum karena mengedepankan perlindungan terhadap hak
substantif badan hukum yang dirugikan. Temuan ini sejalan dengan
problematika serupa dalam kasus penolakan perpanjangan HGB
warga penghuni ruko di atas tanah HPL Pemerintah Kota Semarang,
yang menunjukkan perlunya standar hukum yang konsisten dan
berkeadilan dalam pengelolaan tanah HPL di daerah

This is an open access article under the CC-BY-SA license.

1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memastikan keadilan dan kejelasan
hukum guna mencapai kesejahteraan masyarakat.(Anggraeni & Damayanti, 2022, pp. 188—189)
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan terdapat tujuan menegakkan pemerintahan yang baik (good
governance) dan mencegah kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan dalam Undang
Undang ini menetapkan aturan mengenai cara pejabat pemerintahan mengambil keputusan dan
tindakan, memastikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta menjamin
terpenuhinya perlindungan hukum bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Dalam
Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
AAUPB adalah prinsip yang dijadikan pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan
kewenangannya untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi krusial dalam proses pembentukan Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN).

Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempertimbangkan beberapa
agar memiliki keabsahan hukum (rechtgeldig) dan memiliki keberlakuan yang mengikat untuk
dilaksanakan. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi: persyaratan formil dan persyaratan
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materiil. Sebuah keputusan dianggap sah secara hukum dan dapat dimasukkan ke dalam tatanan
hukum jika memenuhi kedua persyaratan formil dan materiil tersebut. Kegagalan memenuhi salah
satu persyaratan ini dapat mengakibatkan keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau
dapat dibatalkan melalui upaya hukum administratif atau peradilan.(Nurul Hidayah Tumadi, 2023,
p. 63)

Permasalahan yang sering muncul adalah dalam praktiknya, tidak semua Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) memenuhi kedua syarat yang ditentukan secara memadai. Keputusan yang
sering dikeluarkan adalah penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Pemerintah
Daerah. Keputusan penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) sering kali menimbulkan
sengketa hukum, terutama ketika subjek yang dirugikan menilai bahwa keputusan penolakan yang
tercantum tidak berdasarkan pada alasan yuridis yang legal, atau bahkan bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu KTUN yang menjadi sengketa yaitu surat penolakan perpanjangan HGB oleh
Walikota Surabaya, PT. Maspion sebagai Badan Hukum merasa dirugikan atas dikeluarkannya
surat keputusan ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya telah melanggar Pasal 3 mengenai
Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah.(Rahma & Rachman, 2020, p. 144) Disisi lain
ketidakmampuan untuk memanfaatkan aset tanah yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya
sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pelaksanaan
kepentingan umum merupakan salah satu kerugian tidak berwujud yang ditanggung oleh
Pemerintah Kota Surabaya.(Kamilah, Pulungan, & Koeswarni, 2024, p. 146) Keputusan ini
merupakan hal yang cukup krusial, dapat dilihat dari sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Surabaya No. 79/G/2018 dan No. 18/B/2019 yang menjadi studi kasus
dalam analisis ini. Pada kasus ini PT. Maspion mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Surabaya, dengan objek perkara yaitu Surat Keputusan Wali Kota Surabaya
Nomor 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 3 April 2018 mengenai Jawaban dan Peringatan III
diterbitkan dan ditujukan kepada PT. Maspion yang berisi penolakan perpanjangan Hak Guna
Bangunan (HGB) No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
milik Pemerintah Kota Surabaya. Sepanjang berlangsungnya proses persidangan di PTUN, Wali
Kota Surabaya turut mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pada
tingkat peradilan pertama, majelis hakim memutus untuk menolak gugatan yang diajukan PT.
Maspion pada PTUN (No. 79/G/2018/PTUN.SBY), namun PT. Maspion mengajukan keberatan
melalui proses banding dan putusan banding tersebut membatalkan keputusan PTUN lebih dahulu
(No. 18/B/2019/PT.TUN.SBY).

Dalam beberapa kasus sengketa serupa juga ditemukan, yang mana problematika yang
terjadi yaitu ketika HGB tidak dapat diperpanjang oleh warga penghuni ruko di atas Tanah Hak
Pengelolaan Pemerintah Kota Semarang. Perjanjian yang mana Pemerintah Kota Semarang,
sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas Hak Pengelolaan, dan pihak ketiga tidak mengatur
status yang berwenang memegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan setelah masa
berlaku HGB selesai. Dengan ditemukan beberapa kasus serupa, sengketa TUN ini bukan hanya
masalah teknis melainkan masalah sistematik. Ketidakjelasan atau ketidakpastian ketentuan hukum
yang mengatur pemberian hak-hak tentu menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan
yuridis terhadap pemegang HGB di atas tanah Hak Pengelolaan.(Sekarini & Suhadi, 2025, p. 894)

Urgensinya sengketa hukum ini menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang
komprehensif bagi badan hukum sebagai subjek yang berpotensi dirugikan. Perlindungan tersebut
dirancang untuk menjamin keadilan prosedural dan substantif, sehingga badan hukum dapat
menuntut haknya secara efektif. Secara garis besar, perlindungan hukum bagi badan hukum dalam
menghadapi keputusan administrasi negara dapat diselesaikan melalui jalur administrasi dan
yudisial.(Rumokoy, 2012, p. 127)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan mengenai penolakan perpanjangan
Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh
Fitriani Rahma tahun 2020 yang menitikberatkan pada akibat hukum yang timbul atas keputusan
serta aspek dasar pertimbangan hakim, namun belum mengulas secara mendalam mengenai
legalitas keputusan yang dikeluarkan pemerintah dalam sengketa penolakan perpanjangan HGB
yang diuji di peradilan tata usaha negara serta perlindungan terhadap badan hukum yang dirugikan.
Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai analisis yuridis terhadap legalitas
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penolakan perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah yang diuji melalui putusan PTUN,
khususnya Putusan PTUN Surabaya No. 79/G/2018 dan No. 18/B/2019. Oleh karena itu, penelitian
ini ada dengan tujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis legalitas KTUN, penerapan asas-
asas pemerintahan yang baik, serta perlindungan hukum terhadap badan hukum yang dirugikan
berdasarkan putusan pengadilan yang relevan.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas surat
penolakan perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah dalam memenuhi syarat KTUN baik secara
materiil maupun formil dan mengukur tingkat perlindungan hukum bagi Badan Hukum, studi ini
akan berkaitan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 79/G/2018
serta Putusan Nomor 18/B/2019. Analisis yuridis terhadap kedua putusan ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan syarat formil dan materil KTUN
dalam konteks perizinan pertanahan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)
sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. Serta, pemahaman mengenai perlindungan
hukum terhadap badan hukum yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara yang menolak
perpanjangan HGB.

2. Metode

Riset ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai jenis penelitian utama, yang
memfokuskan pada analisis kaidah-kaidah hukum positif atau norma-norma hukum tertulis.
Pendekatan ini dimanfaatkan guna menelaah ketentuan hukum perundang-undangan serta putusan
pengadilan, dengan maksud menangani berbagai masalah hukum secara teori dan disusun secara
teratur.(Tremblay et al., 2016, p. 30) Agar analisis menjadi lebih rasional serta aplikatif, riset yang
ditulis penulis memanfaatkan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang
menganalisis putusan pengadilan sebagai salah satu objek untuk memahami implementasi yuridis
pada masalah hukum yang nyata. Putusan pengadilan yang digunakan yaitu Putusan PTUN
Surabaya No. 79/G/2018 dan No. 18/B/2019.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka. Studi perpustakaan adalah metode
penelitian yang melibatkan pengumpulan bahan dan data melalui berbagai referensi yang terdapat di
lingkungan perpustakaan, termasuk rujukan ilmiah, studi terlebih dahulu tentang topik serupa,
artikel, catatan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik riset. Proses dilaksanakan dengan
terstruktur dengan tujuan menghimpun, mengkaji data dengan mendalam, serta menarik kesimpulan
dari data dengan menerapkan metode atau teknik tertentu, dengan tujuan untuk menyelesaikan
masalah yang sedang diteliti.(Christiani, 2023, p. 147) Seluruh bahan hukum yang diperoleh tersebut
akan dianalisis secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai syarat sah KTUN baik secara formil maupun materiil, dan bentuk perlindungan bagi
Badan Hukum yang dirugikan.

Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum skunder, bahan hukum skunder
yang digunakan yaitu peraturan perundang- undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, dan berita internet.(Nugroho, Haryani, &
Farkhani, 2020, p. 68) Pendekatan normatif ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah untuk mengkaji legalitas surat penolakan perpanjangan HGB oleh pemerintah daerah
dalam memenuhi syarat KTUN baik secara materiil maupun formil dan menganalisis Asas Asas
Umum Pemerintah yang baik guna mengukur tingkat perlindungan hukum bagi Badan Hukum.

Tinjauan literatul mencakup hasil penelitian serta publikasi ilmiah yang mengkaji mengenai
hambatan dalam perpanjangan HGB yang berkaitan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya Asas Asas Umum Pemerintah yang
Baik untuk menjadi pedoman pejabat pemerintah dalam melakukan dan menjalankan
kewenangannya.
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembahasan

Legalitas Surat Penolakan Perpanjangan HGB oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi
syarat KTUN baik secara materiil maupun formil dalam studi Putusan PTUN Surabaya No.
79/G/2018 dan No. 18/B/2019

Pada kasus sengketa penolakan perpanjangan HGB yang mana PT. Maspion dengan
Pemerintah Kota Surabaya yang terdapat dalam Putusan PTUN Surabaya No. 79/G/2018, konflik
hukum berakar pada gugatan PT. Maspion terhadap Surat Keputusan Walikota Surabaya yang
berisi penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Maspion mendalilkan bahwa surat
penolakan tersebut telah merugikan kepentingannya karena perusahaan sebelumnya memiliki dasar
hukum yakni Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah dalam Pasal 3 memuat ketentuan mengenai
pemberian hak prioritas. Dengan berpegang pada perjanjian tersebut, penolakan Walikota Surabaya
bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar.
Namun demikian, kasus sengketa tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang
mana Majelis Hakim tingkat pertama memusatkan pertimbangannya pada syarat formal untuk
mengajukan gugatan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Berbeda dengan pertimbangan hakim PTUN Surabaya yang hanya menekankan aspek
formil dan menolak gugatan dengan alasan PT. Maspion tidak mempunyai kedudukan atau
kepentingan hukum yang dapat dilindungi secara yuridis. dalam Putusan PT.TUN Surabaya No.
18/B/2019/PT.TUN.SBY Majelis Hakim tingkat banding justru mengambil arah pertimbangan
yang berbeda secara mendasar. Dengan menolak perpanjangan secara sepihak, Walikota Surabaya
dianggap telah mengingkari asas perlindungan terhadap kepercayaan yang telah ditumbuhkan oleh
tindakan pemerintah sendiri. PT.TUN Surabaya juga menguji substansi keputusan Walikota. Sikap
Walikota Surabaya yang menolak perpanjangan HGB bertentangan dengan perjanjian sebelumnya,
sehingga melanggar asas pacta sunt servanda.

Oleh karena itu, konflik utama dalam putusan banding ini terletak pada perbedaan
penekanan yuridis dengan putusan tingkat pertama. PTUN Surabaya sebagai pengadilan tingkat
pertama lebih menekankan aspek formil dengan menolak gugatan berdasarkan legal standing,
sedangkan PT.TUN sebagai pengadilan tingkat banding justru mengedepankan aspek materill
dengan memeriksa substansi Keputusan Walikota dan akibat hukumnya terhadap hak penggugat.
Hal ini tentu saja memperlihatkan perbedaan secara signifikan, yang mana PTUN Surabaya
menempatkan perhatian utamanya pada aspek formil gugatan, khususnya mengenai syarat
kedudukan hukum (legal standing) penggugat. Disi lain, dalam putusan tingkat banding.
memutuskan bahwa meskipun HGB telah berakhir, hubungan hukum antara pihak PT. Maspion
selaku subjek hukum privat dan Pemerintah Kota Surabaya selaku subjek hukum publik tidak
secara otomatis berakhir. Akibatnya, ketika Wali Kota Surabaya menolak perpanjangan HGB,
secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi PT. Maspion. Oleh karena itu, diputuskan bahwa
perusahaan tersebut masih memiliki hak hukum untuk menggugat. Pandangan ini memperlihatkan
bahwa hakim tingkat banding tidak berhenti pada aspek formil, tetapi menekankan perlunya
pengadilan menilai substansi sengketa demi memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang
dirugikan. Sehingga, perbedaan penafsiran ini terjadi secara signifikan akibat perbedaan paradigma
hakim dalam menggunakan wewenang mereka dan Undang Undang untuk mempertimbangkan,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara mengenai objek sengketa yaitu legalitas surat penolakan,
yang mana perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebaiknya dilakukan
agar selaras dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan argumen pada kedua putusan, argumentasi hukum yang dibangun
dalam Putusan PT.TUN Surabaya No. 18/B/2019/PT.TUN.SBY dapat dinilai lebih kuat dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Acuan
yang digunakan dalam menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 87
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Surat
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Keputusan Penolakan Perpanjangan HGB adalah tercatat dalam bentuk fisik, Surat Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif karena dikeluarkan oleh Walikota,
tidak ada lagi keputusan lain yang diterbitkan yang berarti keputusan bersifat final. Sehingga, Surat
Keputusan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN dan dapat dijadikan sebagai sengketa Tata
Usaha Negara. Selain itu, dalam putusan ini lebih mengedepankan aspek materiil yang merupakan
isi dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu mengatur hak dan kewajiban yang mana
menilai substansi sengketa demi memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.

Secara normatif, dalam perspektif Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mana
sikap pembiaran yang dilakukan Pemerintah terhadap permohonan PT. Maspion merupakan fiktif
positif. Fiktif positif dijelaskan secara implisit dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun
2014, menjelaskan bahwa permohonan masyarakat tidak dapat diabaikan atau didiamkan oleh
Pejabat Pemerintah. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja pejabat tidak menanggapi permintaan, hal
itu dianggap sebagai persetujuan atas permohonan tersebut. Penerapan konsep fiktif positif dalam
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang didasarkan pada prinsip lex posterior
derogat legi priori, telah mengesampingkan konsep fiktif negatif yang mana telah ditetapkan dalam
ketentuan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Meskipun demikian,
ketentuan mengenai konsep fiktif negatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU PTUN tidak
secara eksplisit dicabut. Namun, Undang Undang Cipta Kerja telah menghapus wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan
keputusan fiktif positif. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, Mahkamah
Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021
mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Para Pengadilan. Dalam rumusan hukum Kamar Tata
Usaha Negara, khususnya pada poin kedua, diuraikan bahwa keberadaan lembaga fiktif positif
tersebut menyiratkan bahwa, sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, wewenang atas
permohonan fiktif positif tidak lagi menjadi bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara.
Disisi lain, MA tidak tegas mencabut Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau
Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.(Kotijah, 2024, pp. 270-277) Dengan adanya
ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam berlakunya fiktif positif ini pada akhirnya menimbulkan
celah hukum dalam mencari keadilan sehingga melahirkan tafsir yang berbeda- beda dalam
mengisi kekosongan hukum.

Hal ini dipertegas dengan asas non reaktif yaitu ketentuan dalam undang-undang memiliki
daya berlaku untuk masa yang akan datang dan tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa yang
terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, artinya ketentuan Undang Undang dibuat
pada saat ini, tidak memberlakukan sanksi hukum terhadap tindakan yang dilakukan sebelum
berlakunya ketentuan hukum tersebut.(Gusri, Pada Pengadilan, & Bukittinggi, 2023, p. 9)
Sehingga, sikap acuh dari pejabat negara ini atas permohonan masuk dalam kajian kesewenang-
wenangan maka harus dilihat dulu sebelum dikeluarkan nya Undang Undang Nomor 30 Tahun
2014 yaitu dilihat dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah fiktif negative yaitu diamnya
pejabat artinya menolak. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun
1986. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, sikap diam yang
ditunjukkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dianggap melanggar Asas Kepastian
Hukum. Hal tersebut dikarenakan sebagai penyelenggara negara, mercka wajib menjamin
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta memberikan perlindungan mengenai
hak serta kewajiban masyarakat dari segala bentuk penyimpangan dalam menggunakan wewenang.
Dengan demikian, secara hukum fiktif, keputusan penolakan harus dianggap telah ada pada saat
berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan.(Yuliani, 2020, pp. 4-5)

Pada dasarnya, keabsahan hukum (rechtgeldig) suatu keputusan harus mempertimbangkan
dua persyaratan yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Sebuah keputusan dianggap sah
secara hukum dan dapat dimasukkan ke dalam tatanan hukum jika memenuhi kedua persyaratan
formil dan materiil tersebut.(Nurul Hidayah Tumadi, 2023, p. 65) Berdasarkan teori Van Der Pot
yang mengklasifikasikan syarat-syarat sahnya suatu keputusan, yang mana diklasifikasikan menjadi
dua kelompok, salah satunya adalah syarat formil. Perfama, pejabat administrasi harus
menyelesaikan semua prosedur persiapan dan pembuatan ketetapan sesuai dengan ketentuan
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hukum yang berlaku. Kedua, ketetapan yang dihasilkan harus secara fisik memiliki bentuk atau
format yang diatur oleh peraturan. Ketiga, syarat-syarat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan
dan daya laku ketetapan di lapangan juga harus dipenuhi. Keempat, terdapat kewajiban untuk
mematuhi tenggat waktu yakni, rentang waktu antara kemunculan fakta atau peristiwa yang
mendasari terbitnya ketetapan dengan peristiwa pengumumannya tidak boleh terlampaui.(Putra,
2020, p. 37)

Jika didasarkan pada syarat formil yang dikemukakan oleh Van Der Pot, proses penerbitan
surat penolakan perpanjangan HGB oleh Walikota Surabaya belum sepenuhnya memenuhi syarat
formil. Pertama, dari aspek prosedural, berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan PT.TUN
Surabaya No. 18/B/2019/PT.TUN.SBY, Walikota menerbitkan surat penolakan tanpa melakukan
proses klarifikasi, komunikasi, atau konsultasi administratif dengan PT. Maspion selaku pihak yang
secara hukum memiliki hak prioritas perpanjangan HGB berdasarkan perjanjian tahun 1996. Selain
itu, tidak ada kesepakatan para pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Tidak adanya langkah
prosedural menunjukkan bahwa penerbitan surat penolakan tidak dilakukan secara cermat dan
transparan sebagaimana dituntut oleh prinsip kecermatan dalam administrasi pemerintahan. Kedua,
sesuai dengan aspek bentuk dan format keputusan berdasarkan peraturan, surat penolakan telah
sesuai secara fisik memenuhi bentuk surat resmi yaitu tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang. Ketiga, syarat teknis pelaksanaan juga tidak sepenuhnya dipenuhi. Keputusan
penolakan seharusnya diikuti dengan penjelasan administratif yang memungkinkan pihak yang
terkena dampak dalam hal ini PT. Maspion memahami konsekuensi hukum dan mekanisme upaya
administratif yang dapat ditempuh. Keempat, keputusan penolakan diterbitkan setelah berakhirnya
masa berlaku HGB tanpa kejelasan mengenai waktu proses administrasi yang mendahuluinya.
Idealnya, proses penolakan atau perpanjangan dilakukan sebelum masa hak berakhir, agar tidak
menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim
PT.TUN Surabaya dalam menyatakan secara eksplisit bahwa keputusan Walikota cacat secara
formil dan belum memenuhi prosedur yang ditetapkan sehingga menjadi cacat yuridis.

Selain itu, agar suatu keputusan dapat dianggap sah secara materiil, harus memenuhi empat
kriteria fundamental. Pertama, pejabat yang menerbitkan harus memiliki otoritas atau kekuasaan
yang sah. Kedua, keputusan harus lahir dari kehendak yang mumni tanpa adanya tekanan atau
kecacatan niat dari pembuatnya. Ketiga, keputusan harus berakar pada kondisi atau keadaan faktual
yang spesifik dan nyata. Keempat, dan yang paling krusial, ketetapan harus praktis dan legal,
artinya dapat dilaksanakan dan isinya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan lain,
serta harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan dasarnya.(Putra, 2020, p. 37)

Jika dilihat dari fakta ada, penolakan perpanjangan HGB didasarkan pada hukum yang
benar dan pertimbangan fakta yang memadai. Dapat dilihat dari Sertifikat HGB No. 612/Kelurahan
Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 15
Januari 2016 mengakibatkan hapusnya HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin, dan tanahnya
kembali kedalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan No.2/ Kelurahan Embong Kaliasin yaitu
Pemerintah Kota Surabaya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Hak Atas Tanah. Yang mana dalam Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa
Hak Guna Bangunan (HGB) secara otomatis menjadi hapus apabila telah mencapai akhir dari
periode waktu yang ditetapkan. Batas waktu ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam
surat keputusan pemberian atau perpanjangan hak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,
atau sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian pemberian HGB tersebut. Selain
itu, dalam Pasal 36 ayat (2) yang menjelaskan sesuai ketentuan dalam Pasal 35 menyatakan bahwa
apabila Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) berakhir,
maka secara otomatis tanah tersebut akan kembali berada di bawah penguasaan pemegang Hak
Pengelolaan. Sehingga, apabila jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah telah berakhir, maka
objek tanah tersebut wajib dikembalikan kepada pihak pemiliknya. Dengan berakhirnya perjanjian
tersebut, hubungan hukum antara para pihak juga berakhir, sehingga hak prioritas atas tanah
tersebut tidak lagi melekat. Namun, pemberian hak prioritas bukanlah hal yang otomatis,
melainkan harus memenuhi prasyarat tertentu. Pihak yang berhak harus mengajukan permohonan
resmi untuk perpanjangan perjanjian. Setelah permohonan diajukan, perpanjangan tersebut wajib
diberikan kepada pemegang hak prioritas yang berkepentingan.(Kamilah et al., 2024, pp. 148—149)
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Disisi lain Pemerintah tidak memberikan izin dikarenakan tanah tersebut akan digunakan
sendiri oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai ruang terbuka publik/wadah aktivitas sosial budaya
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dikarenakan hal tersebut Pemerintah Kota
Surabaya menolak perpanjangan HGB yang mana secara otomatis hak prioritas tidak dapat
digunakan. Namun, jika dikaitan dengan putusan banding fakta yang diperolah ialah terjadi
pengurangan dan pengabaian hak-hak hukum PT. Maspion padahal sesuai bukti Pasal 3 Perjanjian
Menyerahkan Bangunan Tanah Nomor 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996. PT.
Maspion menetapkan prioritas untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan pihak Walikota Surabaya serta bukti perjanjian tersebut sampai dengan
saat ini masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan dari para pihak yang mengadakan
perjanjian atau putusan pengadilan perdata hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 1338 KUH
Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-
undang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,
dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau alasan yang
diatur oleh Undang Undang.

Dari uraian di atas dapat di identifikasi bahwa ada beberapa Asas Asas Umum Pemerintah
yang Baik (AAUPB) yang dilanggar Pemerintah Kota Surabaya. Asas Asas Umum Pemerintah
yang Baik (AAUPB) adalah pedoman dalam setiap tindakan atau intervensi pemerintah, khususnya
dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), di mana pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam negara hukum, segala
tindakan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan tersebut harus berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penggunaan fieies ermessen atau
kebebasan bertindak oleh pemerintah kerap menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang yang
berujung pada konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.(Solechan, 2019, p. 544)
Dalam hal ini AAUPB yang dilanggar yaitu Asas Kepastian Hukum. Pelanggaran Asas Kepastian
Hukum terjadi karena ketidaksesuaian terhadap perjanjian hukum yang telah ada, sehingga
menimbulkan ketidakpastian bagi PT. Maspion yang beritikad baik. Selain itu, pelanggaran
prosedur administratif, di mana keputusan diterbitkan secara sepihak dan tanpa melakukan
pembatalan perjanjian yang mana perjanjian masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, Pelanggaran
Asas Kepercayaan dan Pengharapan terlihat dari Kententuan pada Pasal 3 Perjanjian Menyerahkan
Bangunan Tanah antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya, yang mana dalam hal ini
Walikota Surabaya tidak menepati perjanjian tersebut padahal perjanjian tersebut masih berlaku
dan belum pernah dibatalkan oleh kedua pihak serta belum ada pembatalan berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehinga secara hukum admnistrasi
Pemerintah Surabaya melanggar Asas Kepercayaan dan Pengharapan.

Secara keseluruhan surat penolakan perpanjangan HGB tidak memenuhi legalitas KTUN
walaupun jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 ada beberapa syarat yang
memenuhi. Namun, secara formil maupun materiil surat penolakan ini cacat secara yuridis karena
tidak didasarkan pada Asas Asas Umum Pemerintah yang baik, juga tidak memenuhi syarat sah
KTUN baik dari segi materiil yaitu surat penolakan bertentangan dengan perjanjian sah dan asas
AUPB maupun formil yaitu cacat prosedur, tidak transparan, melewati tenggat, dan tidak adanya
konsultasi antar kedua pihak.

Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Yang Dirugikan Akibat Keputusan Tata
Usaha Negara Yang Menolak Perpanjangan HGB

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Perlindungan Hukum
menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk menjamin perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek
hukum berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tindakan
sewenang-wenang. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip negara
hukum.(Rani & Ardha, n.d., p. 32) Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perbuatan
yang memiliki pengaruh dan menimbulkan akibat hukum. Sehingga, perlindungan bagi warga
negara diberikan apabila tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan menimbulkan
kerugian terhadap pihak warga yang merasa dirugikan. Adanya asas-asas umum pemerintahan yang
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baik ialah peran penting bagi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan guna
menjalankan perlindungan hukum bagi warga negara.(HR, 2020, pp. 274-275) Dalam
perlindungan hukum terdapat dua jenis perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon
dua diantaranya yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum
preventif memiliki konsep yaitu subjek hukum diberikan hak guna menyampaikan keberatan atau
pandangannya terlebih dahulu sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara mengikat dan
final. Adanya perlindungan ini mencegah pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang selain
itu perlindungan ini ada guna menghindari timbulnya sengketa. Namun, belum adanya ketentuan
khusus yang mengatur perlindungan preventif di Indonesia.(Rani & Ardha, n.d., p. 32)
Perlindungan represif memiliki tujuan guna menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi.
Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan
perlindungan hukum jenis ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar
pada gagasan pengakuan serta pemenuhan hak asasi manusia, karena secara historis, perkembangan
konsep tersebut di dunia Barat bertujuan untuk membatasi kekuasaan serta menetapkan kewajiban
bagi masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan hukum represif harus sejalan dengan prinsip-
prinsip perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila sebagai
dasar ideologi negara.(Rani & Ardha, n.d., p. 33)

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak warga negara maupun subjek hukum lainnya yang dirugikan akibat adanya
kebijakan atau keputusan administrasi pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Kehadiran lembaga ini menjadi
instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang publik,
sekaligus sebagai wujud nyata dari pembaharuan sistem peradilan administrasi di Indonesia.
Dengan demikian, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan posisi Indonesia sebagai
negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip peradilan yang independen dan berorientasi pada
keadilan.(Habibi, 2019, pp. 322-323) Dalam sistem perlindungan hukum administrasi PTUN
berfungsi dalam menegakkan prinsip hukum serta keadilan. Kehadiran lembaga ini juga
mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak individu di bidang
administrasi pemerintahan. Dengan adanya perubahan hukum dan perkembangan sosial, PTUN
sepanjang waktu akan menyesuaikan diri untuk menjaga relevansi dan efektivitas
fungsinya.(Ashwarina, Hidayah, Azka, & Maulid, 2024, p. 3)

Dalam kerangka tersebut, mekanisme banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT.TUN) merupakan perpanjangan fungsi dari lembaga peradilan administrasi. Mekanisme
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) merupakan salah satu instrumen
hukum yang disediakan oleh sistem peradilan administrasi di Indonesia untuk menjamin
terpenuhinya hak atas perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi masyarakat terhadap
tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)
merupakan upaya hukum banding jika terdapat pihak yang tidak puas atas putusan tingkat pertama
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewenangan dalam Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa yang bertugas dan memiliki wewenang
memeriksa serta memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yaitu Pengadilan Tata
Usaha Negara.(Endah Dewi Nawangsasi, 2021, pp. 104—105)

Dalam konteks perkara PT. Maspion melawan Walikota Surabaya, upaya banding ke
PT.TUN Surabaya berfungsi sebagai sarana koreksi atas putusan PTUN Surabaya No.
79/G/2018/PTUN.SBY yang menolak gugatan dengan alasan formil, yaitu tidak terpenuhinya
syarat kedudukan hukum (legal standing). Melalui banding, PT. Maspion menggunakan haknya
untuk memperoleh pemeriksaan ulang secara menyeluruh, baik terhadap aspek prosedural maupun
substansial dari sengketa yang diajukan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dalam Putusan No. 18/B/2019/PT.TUN.SBY kemudian menjalankan fungsi perlindungan
hukum tersebut dengan memeriksa kembali legalitas tindakan Pemerintahan Surabaya dalam
menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan HGB secara lebih mendalam. Majelis hakim menilai
bahwa surat keputusan Walikota Surabaya yang menolak perpanjangan Hak Guna Bangunan
(HGB) tidak hanya menimbulkan kerugian bagi PT. Maspion, tetapi juga mengandung cacat
yuridis karena bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah yang Baik yaitu Asas Kepastian
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Hukum dan Asas Kepercayaan dan Pengharapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan mengabulkan banding PT. Maspion dan membatalkan putusan pengadilan tingkat
pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjalankan perannya sebagai pelindung hak-hak
setiap warga masyarakat atau badan hukum dari tindakan pemerintah yang sewenang-
wenang.(Riza, Meita Lefi Kurnia, & Boiziardi, 2024, p. 1265) Yang mana ketika pengadilan
tingkat pertama gagal memberikan perlindungan karena hanya berfokus pada aspek hukum formal,
pengadilan tingkat banding fokus pada substansi keadilan administratif, yakni menilai apakah
tindakan pemerintah telah sesuai dengan tujuan kewenangannya.

Melalui upaya banding, PT. Maspion menggunakan hak konstitusionalnya untuk
memperoleh pemeriksaan ulang (judicial review) di tingkat yang lebih tinggi. PT.TUN Surabaya
kemudian memeriksa kembali perkara ini secara menyeluruh, baik dari aspek hukum formal
maupun substansi keputusan administrasi yang disengketakan. Selain itu, PT.TUN Surabaya juga
menegakkan keadilan substantif dengan menilai isi dan alasan hukum dari keputusan Walikota
Surabaya. Dalam pertimbangannya, surat penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB)
bertentangan dengan perjanjian penyerahan penggunaan tanah tahun 1996 yang secara tegas
memberikan hak prioritas perpanjangan kepada PT. Maspion. Keputusan Walikota tersebut juga
dianggap melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sehingga, Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengembalikan hak-hak hukum PT. Maspion yang
dilanggar dan memberikan keadilan prosedural serta substantif bagi PT. Maspion sekaligus
mempertegas bahwa penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum harus tunduk pada Asas Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Kasus PT. Maspion melawan Walikota Surabaya memiliki relevansi yang erat dengan
problematika hukum yang terjadi di Kota Semarang dalam Putusan No. 37/G/2023/PTUN.SMG.
Kedua kasus tersebut mencerminkan bentuk sengketa yang serupa, yaitu terjadinya konflik antara
hak privat masyarakat atau badan hukum dengan kewenangan publik pemerintah daerah yaitu
penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik
pemerintah daerah. Dalam kasus PT. Maspion, Walikota Surabaya menolak perpanjangan HGB
meskipun telah ada perjanjian penyerahan penggunaan tanah tahun 1996 yang secara eksplisit
memberikan hak prioritas bagi PT. Maspion untuk memperpanjang HGB setelah berakhirnya masa
berlaku. Sementara itu, dalam kasus warga penghuni ruko di Kota Semarang, para warga penghuni
mengalami situasi serupa ketika pemerintah kota menolak memperpanjang HGB atas bangunan
ruko yang berdiri di atas tanah HPL Pemerintah Kota Semarang. Penolakan tidak terlebih dahulu
mempertimbangkan kondisi faktual dengan meneliti dokumen yuridis dan data fisik pihak-pihak
pemegang hak. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan kepastian hukum
dalam penerbitan penolakan perpanjangan HGB.

Selain itu, dalam kasus ini Pemerintah Kota Semarang melanggar Asas Asas Umum
Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Keterbukaan yang mana dalam menerbitkan objek sengketa
Pemerintah Kota Semarang tidak pernah melibatkan para warga pemilik ruko. Hal tersebut jelas
melanggar ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu,
pelanggaran yang dilanggar yaitu Asas Kecermatan dilihat dari proses dan substansi penerbitan
objek sengketa tidak melibatkan para pemegang HGB ruko yang tentunya harus dimintai
keterangan atau penjelasan sebelum menerbitkan objek sengketa sehingga Pemerintah Kota
Semarang dapat memperoleh informasi dan dokumen yang valid. Objek sengketa yang berupa
pembatalan perpanjangan HGB juga tidak didasarkan pada Pasal 48 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehingga dengan demikian secara
prosedural tindakan Pemerintah Kota Semarang bertentangan dengan ketentuan pasal 48 Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang mana
keputusan tersebut tidak memberikan jaminan kepada yang berhak.

Kedua putusan tersebut menunjukkan pola pelanggaran administratif yang serupa, yaitu
penyalahgunaan diskresi pemerintah daerah dalam mengelola tanah HPL tanpa memperhatikan
hak-hak hukum pihak pengguna tanah. Selain itu, tindakan pemerintah menolak perpanjangan
HGB menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memperhatikan Asas AUPB. Kedua kasus ini
memperlihatkan bahwa persoalan hukum mengenai perpanjangan HGB di atas tanah HPL bersifat
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sistemik di berbagai daerah, dan menunjukkan perlunya penegasan standar hukum yang konsisten
mengenai batas kewenangan pemerintah daerah serta jaminan perlindungan hukum bagi pemegang
hak.

Dari uraian diatas dikaji bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang HGB di atas
tanah HPL belum mencukupi, karena peraturan yang ada belum disertai mekanisme preventif yang
dapat menjamin keterlibatan dan kepastian bagi pemegang hak. Selain itu, pelaksanaan oleh
pemerintah daerah sering melanggar Asas Asas Umum Pemerintah yang baik AAUPB, khususnya
asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kecermatan. Hal lain yang menyebabkan perlindungan
belum mencukupi yaitu perlindungan hukum baru efektif dan berjalan setelah sengketa masuk ke
PTUN/PT.TUN, bukan sejak tahap awal pengambilan keputusan administrasi hal ini dikarenakan
belum ada standar nasional yang tegas tentang prosedur dan kriteria penolakan atau perpanjangan
HGB atas tanah HPL. Meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme penyelesaian melalui
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, implementasinya
masih menghadapi kendala. Adanya kendala tersebut berasal dari penerapan AAUPB yang mana
pejabat berwenang tidak transparan dalam mengambil Keputusan. Selain itu, hasil penelitian ini
menunjukkan perlunya adanya peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pejabat administrasi
dalam membuat keputusan terkait perpanjangan HGB. Pemerintah daerah perlu memperkuat
mekanisme pengawasan internal serta menegakkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan
substantif, serta penyempurnaan regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur perpanjangan HGB
dan kriteria penolakannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi badan hukum
pemegang hak.

4.Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan, yang mana riset ini menghasilkan bahwa
legalitas Surat Penolakan Perpanjangan HGB yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya secara
hukum belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah baik
secara formil maupun materiil. Surat penolakan tersebut juga tidak memenuhi unsur keabsahan
sebagaimana teori Van der Pot dan dapat dikategorikan sebagai keputusan yang cacat yuridis. Hal
ini juga dapat dilihat dari perbedaan paradigma peradilan administrasi dari formalisme prosedural
menuju perlindungan hukum yang substantif. Perbedaan penafsiran ini terjadi secara signifikan
akibat perbedaan penafsiran Undang Undang untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan
menyelesaikan perkara mengenai objek sengketa yaitu legalitas surat penolakan, yang mana
sebaiknyaa dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara guna
menyesuaikan ketentuannya dengan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga,
meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat reaktif
dan baru efektif setelah terjadi sengketa.

Lebih lanjut, belum ada mekanisme preventif yang menjamin kepastian hukum serta keterlibatan
pemegang hak dalam proses administrasi sebelum keputusan dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu
adanya penguatan regulasi dan ketentuan yang tegas mengenai prosedur dan kriteria penolakan
maupun perpanjangan HGB atas tanah HPL. Mekanisme perlindungan hukum juga perlu diperluas
secara preventif, agar hak-hak pemegang HGB terlindungi sejak tahap awal proses administrasi,
bukan hanya setelah timbul sengketa di peradilan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu
merumuskan ketentuan yang transparan, objektif, dan dapat diuji secara hukum dalam menetapkan
alasan penolakan perpanjangan HGB bagi badan hukum. Dalam kasus PT. Maspion, ketidakjelasan
dasar pertimbangan hukum dalam surat penolakan menunjukkan lemahnya transparansi administrasi
publik. Sehingga, untuk setiap keputusan sejenis harus disertai argumentasi yuridis yang memadai
dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peran
PTUN dan PT.TUN sebagai penjaga keadilan administrasi dapat berjalan efektif dalam menegakkan
prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
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